PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 6637/436.7.1/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

Menimbang

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PPT PUTRI DUYUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

421.1/4060/436.7,1/2018 Tanggal 22Md 2019
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperiukan peran
mmmmdmmnmmmmdmm:

18 Tahun 2019:

a Surat pengurus lainnya penhal permohonan perpanjangan zin
Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor
O01/PPT.P.DUYUNG/IZ020 Tanggal 20 Maret 2020;



KESATU

KEDUA

Nama Lembaga : PPT PUTRI DUYUNG

Jenis Pendidikan : Pos Paud Terpadu

Alamat : IKAN GURAMI LEBAR NO. 14
RT4/RW6
Kelurahan Perak Barat
Kecamatan Krembangan
Kota Surabaya

NPSN 1 69784322

Akreditasi L -

Nama Yayasan / : Kelurahan Perak Barat

Penyelenggara

Nama Pimpinan / ¢ NINAWATI

Penanggung Jawab

WWWdemm

mmummmmmm:

a M“mﬁmmmmdmmm.
denganmenyedldmnmmdmmmmu\dar
nasional;

b. Menyelenggarakan proses belajer mengajar dan semua kegiatan
mmmwmmm
norma-norma yang berlaku; .

©. Memiliki tanggung jawab sosial;

d. Melakukan daftar ulang sesual dengan ketentuan sebagai berikut :

L Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan
daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;

ii. Satuan Pendidikan yang terakredilasi C harus melakukan daftar
ulang setiap 1 (satu) tahun;

iii. Satuan Pendidikan yang lerakreditasi B harus melakukan daftar
ulang setiap 2 (dua) tahun;

iv. smmmn@mmammmw
ulang setiap 3 (tiga) tahum

e wmmmmwmm

Wmmwmm
selama :

a Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian
satuan pendidikan; dan

b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan
pembslajaran.



KEMPAT

Dalam hal Saluan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu -melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau
peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar,
penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang
bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusal atau Pemerintah
Daerah;

c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Apabila dikemudian hari terdapal kekeliruan dalam penerbilan Kepulusan
inl, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.




